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ABSTRAKSI 

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, maka 

pemerintahannya diambialih oleh SCAP (Supreme Commander of Allied Forces) ­ 

dalam ha! ini dipegang sepenuhnya oleh AS - yang merupakan pemegang kckuasaan 

tcrtinggi di Jepang, sehingga segala kebijakan yang diambil terhadap Jepang harus 

sesuai dengan ketentuan dengan SCAP. 

Perang Korea yang terjadi di era tahun i950-an, dengan semakin sengitnya 

perang dingin antara AS dan Uni Soviet, menyebabkan AS mulai melakukan 

kebijakan-kebijakan militerisasi terhadap Jepang dengan harapan bahwa Jepang dapat 

bertindak sebagai pertahanan melawan kekuatan komunis Salah saiu kebijakan yang 

diambil oleh AS yaitu penandatanganan Perjanjian Perdamaian (Heiwa Joyaku) dan 

Perjanjian Keamanan (Ampo Joyaku) pada tahun 1951 

Setelah Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Keamanan ditandatangani, 

Jepang menjadi negara yang merdeka namun didalam perjanjian tersebut, khususnya 

perjanjian keamanan yang telah diperbaiki pada tahun 1960, telah discpakati bahwa 
' 

Jepang akan meningkatkan kemampuan pertahanan dalam negerinya dan kedua 

negara akan bekerja sama dalam bidang militer. 

Dalam ha! ini, banyak pendapat publik bahwa muncul kekhawatiran Jepang 

akan ikut terlibat dalam kegiatan militer di Asia, sehingga kelompok cinta 

perdamaian yang sebagian besar dari kaurn ekstrim kiri (Pihak Oposisi) n,embentuk 

gerakan anti perjanjian keamanan yang diorganisasikan secara nasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 . 1I  Latar Belakang 

J;__ Kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II yang ditandai dengan jatuhnya Bom 

Atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu pada bulan Agustus 1945 dan 

penandatanganan dokumen penyerahan "Instrument of Surrender pada 2 September 

1945, menyebabkan pemerintahan Jepang berada di bawah kependudukan SCAP 

(Supreme Commander of Allied Powers). Saal perang berakhir dimulailah 

pendudukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dengan panglima 

tertinggi penguasa kependudukan berada di tangan Jendral Douglas MacArthur. 

Tugas pokoknya ialah melaksanakan amanat Deklarasi Postdam yang telah dipertegas 

dan dirinci dalam pemyataan AS mengenai awal masa kependudukan Sekutu 

terhadap Jepang yang dimulai pada tanggal 29 Agustus 1945.' 

Untuk menjamin tercapainya amanat Deklarasi Postdam, dilaksanakanlah 

pendudukan militer (military occupation) oleh tentara pendudukan di Pulau-pulau 

induk Jepang, dan menetapkan kebijakan demokratisasi di segala bidang. SCAP 

berhak untuk mengambil segala kebijakan yang dianggap perlu. Salah satu kebijakan 

' Mohamad Sudjiman, "Serba-serbi tentang Jepang dengan ciri-ciri khasnya, "(Buku yang tidak 
diterbitkan, Lingkungan Keluarga Besar Persada dan Unsada serta Pusat Manajenen Mutu Terpadu 
Indonesia, I 998, p 250.) 
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SCAP ialah pelaksanaan Kongres Perdamaian dan penandatangan Perjanjian 

Perdamaian (Heiwa Joyaku) dan Perjanjian Keamanan (Ampo Joyaku). 
2 

i 

Kebijakan tersebut bennula pada saat pecahnya Perang Korea di era tahun 50-an. 

Pada saat itu, Jepang mengalami krisis sistem keamanan. Berdasarkan Deklarasi 

Postdam, Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan militemya sendiri. Sehingga muncul 

kekhawatiran akan invasi komunis dari Korea Utara ke Jepang. Menanggapi hal ini, 

maka Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles, mengadakan kunjungan ke Jepang 
-- -- 

menemui Perdana Menteri Jepang, Yoshida Shigeru, untuk membicarakan proses 

pertahanan dan keamanan serta kemerdekaan Jepang.' 

Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Jepang dan AS, diadakanlah Kongres 

Perdamaian di San Francisco. Sebagai hasilnya yaitu penandatanganan perjanjian 

perdamaian dan perjanjian kearnanan pada tanggal 8 September 1951 antara Jepang 

dengan AS yang dihadiri 48 negara lainnya kecuali Uni Soviet dan RRC.' " 

Perjanjian tersebut rnulai efektif pada tanggal 28 April 1952, dengan maksud 1,mtuk 

memelihara perdamaian di Timur Jauh. 5 

fKetut Surajaya (edit), "Pengantar Scjarah Jepang 2," (Buku yang tidak diterbitkan, Jakarta, 2901, 

pp. 164 - 165) 
1  Pada Perjanjian Perdamaian San Francisco, Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan 
semua hak dan kekuasaannya terhadap Taiwan, Kurile dan daerah selatan Sakhalin. Jepang juge 
menyetujui bahwa Okinawa, Amami dan Ogasawara dibawah kependudukan AS meskipun .lepang 
disaat itu sudah merdeka. Pada Perjanjian Keamanan Jepang - AS menyatakan bahwa Jepang 
mempcrbolehkan menempatkan basis militer dan tentara AS di Jepang dan pengaturan terhadap sistem 
keamanan Jepang yang dibantu oleh AS. 
' Murakami Hyoe, Japan: The Years of Trial(Tokyo: Kodansha International Ltd, 1982), p. 227 

I Ketut Surajaya, loc. cit 
" Uni Soviet dan RRC seperti yang disebut di atas berpendapat bahwa Perjanjian Perdamaian dan 
Perjanjian Keamanan tersebut merupakan usaha terselubung AS untuk mempersenjatai Jepang dan 
melaksanakan imperalisme gaya baru untuk menduduki Jepang setelah merdeka. 
' W . G  Beasley, The Moder History of Japan (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, Inc, 1973), p. 245. 
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Tinclakan ini diambil, dikarenakan Jepang clan AS sadar akan posisi geografis 

Jepang yang menampilkan dua sistem keamanan kolektif, masing-masing dipimpin 

olch AS dan Uni Soviet. Konfrontasi antara mereka membawa gcjala pemusatan 

kekuatan militer yang kuat di Eropa dan di Asia Timur oleh AS maupun Uni Soviet. 

Jepang menyadari pula keberadaannya dalam kondisi terkepung konsentrasi kekuatan 

militer Uni Soviet, ditambah dengan RRC dan Korea Utara, yang tentu saja 

mengkhawatirkan pihak AS. Karena itu Jepang dan A S  menganggap perjanjian 

keamanan tersebut sangat penting. 

Perjanjian Keamanan Jepang - AS tersebut mendorong Jepang menjadi negara 

yang bebas dan merdeka berdaulat, agar bisa menjalankan fungsi strategi militer clan 

pemerintahannya sendiri. Schingga kemungkinan masa kependudukan AS akan 

berakhir. 

Mengenai perjanjian keamanan ini segala bentuk isinya bertolak beiakang 

dengan Konstitusi Jepang yang dikenal dengan "Nihon Koku Kcmpo''. Pada Pasal IX 

menyebutkan bahwa Jepang untuk selama-lamanya, sebagai hak berclaulat negara, 

menolak perang serta ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai alat untuk 

menyelesaikan masalah. 6 

Selain itu, sebagian isi perjanjian keamanan tersebut Jepang merasa dirugikan. 

Dalam hal ini, pada Pasal I, Perjanjian Keamanan Jepang - AS, menyebutkan bahwa: 

Mohamad Sudjiman, Joe. cit. 

- 
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l41£WU: Si'))J8'E. b l ' Y k ,  Y  A  9)  h t ,  

{'ti Uifen i % H NH NU-E OM/it<fir+Z #kl%-, H A[ltt, 

'L, A h { # & [ t t ,  ht2re7. :0·tt, le 

;#rt Z[JI f 2  ZR0#@tr#-L. Uk:, 1 It 2 2I 

Eoo[1 %#& X I ± T w k k c l k ~ h t # [ k #  

lo0AL# J U U ±  •  %#MU£ t8 #[1Kr 02191 

or<i&Uh-h%#h&- 38bC, #h %it)4R1 
]+% H A[ Ml5R. kc'+1Ztk<%5I 11%: 2 D C % %  

Jepang mengabulkan, dan AS menerima, hak di dalam pemberlakuan 
perjanjian perdamaian dan perjanjian keamanan ini, untuk mengatur 
pasukan Angkatan Darat, Udara, dan Laut AS di Jepang. Pasukan ini 
dapat ditugaskan untuk menjaga keutuhan dari perdamaian intemasional 
dan keamanan di Timur Jauh, serta menjaga Jepang dari serangan 
bersenjata, termasuk bantuan yang diberikan berdasarkan permintaan 
darurat oleh Pemerintah Jepang untuk meredam kekacauan dan 
gangguan internal di Jcpang, yang mcnycbabkan adanya hasutan dan 
campur tangan dari kekuatan luar. 7 

dan pada Pasal Il yang menyebutkan : 

'%$ 1 3k#/ Z #it6]5{r( & h A]tt, H#[l±, 7 9 11%# 

[Ao #opal.&t< L, 4Et, JEtk-#I) 3# L < I± EI-[J 

+3#], #EI Jr L < ± dE, SkJ#' L < I± %icl o E. 8L X I± # 
, ZR, L < +±i to 5id@ o ##t 8l&- '8 -[IC-Liv. 

Selama pelaksanaan terhadap hak yang telah dicantumkan pada Pasal I. 
Jepang tidak akan mengabulkan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 
AS, mengenai pangkalan militer atau hak, kekuatan atau kewenangan 
atau apapun, yang berhubungan dengan pangkalan militer atau hak dari 
pasukan garnisun atau manuver, atau penempatan Angkatan Darat, 
Udara dan Laut kepada negara ke tiga. 8 

Pada isi keseluruhan perjanjian keamanan tersebut bisa ditemui empat faktor 

yang memberatkan pihak Jepang, yaitu: (1) tidak ada penentuan masa perjanjian itu 

George R. Packard, Protest in Tokyo; The Security Treaty Crisis of 1960 (New Jersey: Princeton, 
1966), p. 356. 
Ibid 
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berlaku, (2) adanya intervensi militer AS terhadap penanggulangan gangguan internal 

di Jepang, (3) tidak ada kewajiban bagi AS untuk bersama-sama menjaga pertahanan 

9 Jepang. 

Mengenai wilayah dan fasilitas penempatan markas mniliter AS di Jepang. 

Sedikitnya total wilayah yang dipakai oleh AS untuk penempatan militernya sekitar 

1 13 . 8 2 7  ha (dua per-tiga digunakan untuk latihan manuver)." 

Pemerintah Jepang menyadari bahwa perjanjian tersebut tidak adil, disebabkan 

kekhawatiran Jepang akan ikut terlibat dalam kegiatan militer AS dan 

pengambilalihan sarana dan prasana yang ada di Jepang untuk keperluan militer AS. 

Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pemerintah Jepang agar menyarankan suatu 

perbaikan pada perjanjian tersebut serta melakukan perundingan antara kedua negara 

yang akan dimulai pada tahun 1 9 5 8 . ' '  

Perbaikan dilakukan untuk memperjelas tentang kewajiban angkatan bersenjata 

AS untuk pertahanan Jcpang, antara lain membcntuk kerja sama dalam bidang 

pertahanar dan keamanan dan membatasi jangka waktu perjanjian tersebut selama 

sepuluh tahun ke depan.' 

Pengubahan perjanjian tersebut mendapat reaksi protes keras dari Pihak Oposisi 

yang menginginkan perdamaian dunia. Pada bulan Maret 1959, Partai Sosialis kpang 

(PSJ), Partai Komunis Jepang (PKJ), Sohyo (Dewan Umum Persatuan Perdagangan 

" Jun Eto, A Nation Reborn: A Short History of Post War Japan (Tokyo: International Society for 
Educational Information. Inc, 1974), p. 37. 
" George R. Packard, op. cit, p. 8. 
' Kodansha, Kondansha Encyclopedia ofJapan(Tokyo: Kodansha Ltd, 1983), 9, pp 166-167. 

Ibid 
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dan Buruh), dan 134 kelompok lainnya mengorganisir suatu Dewan Rakyat 

(Kokumin Kaigi) untuk membentuk Gerakan Anti Perjanjian Keamanan Jepang - AS 

. I I) secara nasrona. 

Pada bu Ian Januari I 960, perjanjian keamanan yang baru tel ah ditandatangani 

oleh kedua negara di Washington, sehingga gerakan tersebut dikerabkan di dalam dan 

di luar Gedung Diet dan pada tanggal 19 Mei 1960. Para anggota dewan Partai 

Demokrasi Liberal (POL) dan pembicara Majelis Tinggi maupun Rendah, sebagai 

pihak yang berkuasa, memerintahkan pihak kepolisian untuk memasuki dan 

mengamankan Diet agar bisa mengakhiri pemblokiran pemungutan suara oleh Pibak 

Oposisi ( dalam hal ini PSJ). Pada hari berikutnya, PSJ memboikot sidang di Gedung 

Diet, dikarenakan anggota-anggota dari POL di Diet menyetujui Perjanjian 

Keamanan Jepang - AS yang baru.' 

Dewan Rakyat memaksa agar pemyataan tersebut dianggap tidak sah dan 

melakukan aksi protes. Sekitar tiga ratusan orang berkumpul di luar Gedung Diet. 

Banyak dari warga sipil yang bukan anggota dari Dewan Rakyat bergabung dalam 

demonstrasi ini. Pada tanggal 15 Juni I 960, kelompok yang menamakan dirinya 

Zengakuren (Asosiasi Federasi Mahasiswa Seluruh Jepang) datang menuju Gedung 

Diet yang pada saat itu terjadi aksi kekerasan terhadap aparat keamanan, yang 

Jbid 
14 

Ibid. 
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mengakibatkan salah satu mahasiswi, Kamba Michiko, yang berumur 20 tahun 

tewas.' 

1.2 Pokok Permasalahan 

Setelah membaca berbagai buku yang berhubungan dengan Gerakan Anti 

Perjanjian Keamanan Jepang - AS, penulis merasa tertarik untuk melihat apa yang 

menjadi latar belakang dan apa motivasi dari Pihak Oposisi untuk melaku.kan 

Gerakan Anti Perjanjian Keamanan tersebut secara nasional, pihak-pihak mana 

sajakah yang terlibat di dalam pergerakan tersebut serta sejauh manakah pengubahan 

perjanjian keamanan yang dilakukan oleh pemerintahan AS dan Jepang. 

1.3 Tujuan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif dan analisis 

awal mula gerakan tersebut dan keadaan dan kondisi perpolitikan Jepang pada masa 

gerakan tersebut terjadi disamping untuk menjawab pertanyaan yang ada pada pokok 

permasalahan. 

' Janet E. Hunter (edit.), Concise Dictionary of Modern Japanese History (Tokyo: Kodansha 
International Ltd, 1984), p 24. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang membatasi isi penulisan ini ada dua dasar yaitu: 

I. Ruang lingkup berdasarkan waktu. Waktu yang dibatasi sejak tahun 1951 

sampai tahun 1960 yaitu sejak awal penandatanganan Perjanjian Keamanan 

Jepang - AS di San Francisco hingga pada penandatanganan Perjanjian 

Keamanan Jepang - AS yang baru di Washington dan proses pengesahan di 

Tokyo. 

2. Ruang lingkup berdasarkan tema yang dibatasi pada apa dan bagaimana 

Gerakan Anti Perjanjian Keamanan Jepang AS terjadi. 

1.5 Metede Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam penggarapan penulisan ini adalah 

metode kepustakaan. Sifat pembahasannya adalah deskriptif berdasarkan sumber data 

yang berhubungan langsung atau tidak langsung. Buku bacaan utama yang penulis 

gunakan adalah Protest in Tokyo; The Security Treaty Crisis of 1960 merupakan 

karya dari George R. Packard ditambah bahan pustaka lainnya berupa ensiklopedia, 

majalah dan buletin. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam empat bab dan beberapa 

sub bab. Bab-bab tersebut terdiri atas: 



Bab pertama : 

Bab ke dua 

Bab ke tiga 

Bab ke empat: 

9 

Pendahuluan. 

Memuat latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup, 

metode penulisan dan sistematika penulisan 

Aspek-aspek Pemicu Terjadinya Gerakan Anti Perjanjian 

Keamanan. 

Menjelaskan latar belakang Gerakan Anti Perjanjian 

Keamanan Jepang - AS yang disebabkan oleh sentimen publik 

Jepang terhadap penempatan tentara AS dan pangkalan 

militemya, kebijakan Kishi, perundingan terhadap perubahahan 

perjanjian oleh Pihak Konservatif dan pembentukan Dewan 

Rakyat oleh Pihak Oposisi. 

Gerakan Anti Perjanjian Keamanan. 

Menjelaskan keadaan atau kondisi perpolitikan Jepang dengan 

terjadinya perdebatan sengit di Diet mengenai persetujuan 
' 

perjanjian keamanan yang baru antara Partai Demokrasi 

Liberal (PDL) dan Pihak Oposisi disusul adanya aksi 

demonstrasi besar-besaran di luar Gedung Diet. 

Kesimpulan. 

Merupakan kesimpulan dari isi keseluruhan bab yang 

diuraikan sebelumnya. 


